
 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR 53 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANGERANG,  

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 93 Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 

Milik Daerah, dimana pengadaan barang dan jasa BUMD 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Pengadaan Barang Jasa pada Badan Usaha Milik 

Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6173); 

5. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya 

Daerah Tingkat II Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 1996 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 

1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum 

Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tangerang (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 10); 

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri 

D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D); 

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan PT. Tangerang Nusantara Global (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN 

BARANG/JASA BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah yang terdiri dari 

Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan 

Daerah. 

5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 

memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD 

dan dibiayai dengan anggaran BUMD yang dilaksanakan 

secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan 

konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. 

6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas 

pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD 

serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 

7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah 

yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 

pengurusan perusahaan umum Daerah. 

8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang 

bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 

kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan 

perusahaan perseroan Daerah. 

 



 

 

9. Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah Pejabat yang 

ditetapkan oleh Direktur BUMD yang memiliki tugas dan 

kewenangan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa 

dilingkungan BUMD. 

10.  Tim Pengadaan adalah Panitia yang ditetapkan oleh 

Direktur BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan 

untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia 

barang/jasa. 

11.  Pejabat Pengadaan Langsung adalah Pejabat yang 

ditetapkan oleh Direktur BUMD yang memiliki tugas dan 

kewenangan melakukan pelelangan cepat, ekatalog, online 

shop dan pengadaan langsung. 

12. Tim Penerima Barang/Jasa adalah tim atau personil yang 

ditetapkan oleh Direktur BUMD yang memiliki tugas dan 

kewenangan memeriksa dan menerima barang/jasa. 

13.  Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.  

14.  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 

oleh Pengguna Barang.  

15.  Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali 

suatu bangunan. 

16.  Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.  

17.  Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultansi atau jasa yang 

membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau 

keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai 

pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Tujuan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa adalah untuk: 

a. meningkatkan efisiensi dan transparansi; 

b. mendukung penciptaan nilai tambah pada BUMD; 

c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan 

keputusan; 

d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan 

profesionalisme; 

e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; dan 

f. meningkatkan sinergi antar BUMD. 

 

 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

 

Peraturan Wali Kota ini berlaku untuk semua Pengadaan 

Barang/Jasa yang pembiayaannya berasal dari Anggaran 

Perusahaan.  

 

 

 

BAB IV 

PRINSIP DAN ETIKA 

Pasal 4  

 

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD menerapkan prinsip 

sebagai berikut:  

a. efisien; 

b. efektif; 

c. transparan; 

d. terbuka; 

e. bersaing; 



 

 

f. adil; dan 

g. akuntabel. 

(2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti 

Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai 

kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau 

menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai 

hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.  

(3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti 

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya. 

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

berarti semua ketentuan, informasi mengenai Pengadaan 

Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 

oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh 

masyarakat pada umumnya.  

(5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti 

proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua 

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan kriteria 

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 

(6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui 

persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia 

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, 

sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara 

kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu 

terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

(7)  Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti 

memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia 

Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan 

kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan Daerah. 

(8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 

berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

 



 

 

Pasal 5 

 

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa 

mematuhi etika sebagai berikut: 

a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan 

tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga 

kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus 

dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan 

Barang/Jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung mupun tidak 

langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan 

yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak 

yang terkait; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 

kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha 

tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 

kebocoran keuangan BUMD; 

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 

dan/atau kolusi; dan 

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 

untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, 

rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang 

diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:  

a. Direksi, Dewan/Badan Pengawas, Dewan Komisaris, atau 

personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai 

Direksi, Dewan/Badan Pengawas, Dewan Komisaris, atau 

personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti 

Tender/Seleksi yang sama;  

 



 

 

 

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan 

Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan 

Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali 

dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;  

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai 

konsultan perencana;  

d. Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; 

dan/atau 

e. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang 

sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung 

oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya 

lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dikuasai oleh 

pemegang saham yang sama. 

 

 

 

BAB V 

SUMBER DANA 

Pasal 6 

 

 

(1) Sumber dana dari Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Anggaran dari 

BUMD; dan 

b. Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah 

yang diterima oleh BUMD. 

(2) Dikecualikan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari 

kerjasama pihak ketiga.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB VI 

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 7 

 

(1) Pelaku pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a. Direksi BUMD; 

b. Pejabat Pelaksana Pengadaan; 

c. Tim Pengadaan; 

d. Pejabat Pengadaan Langsung;dan 

e. Tim Penerima Barang /jasa 

(2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat menggunakan tenaga di luar BUMD. 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 

Hal-hal terkait teknis pelaksanaan atas Peraturan Wali Kota ini 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang  

pada tanggal 13 September 2019                 

 

                                                                      WALI KOTA TANGERANG, 

 

           Cap/Ttd 

 

                                                                       ARIEF R. WISMANSYAH 

 

 

Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal 13 September 2019            

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,                    

               Cap/Ttd 

 

                     TATANG SUTISNA 

 

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 53 

 


	Ditetapkan di Tangerang

